BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

A

TAHUN 2021

BUPATI BANDUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pembangunan Daerah (RKPD) diteta
Peraturan Kepala Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan s
dimaksud pada huruf a, perlu meneta
Bupati tentang Rencana Kerja Pemer
Kabupaten Bandung Tahun 2021 bah
pertimbangan sebagaimana dimaksud
perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten |
2021;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19!
Pembentukan Daerah-daerah upa
Lingkungan Propinsi Jawa Barat

1950) sebagaimana telah di ut
Undang Nomor 4 Tahun 1968

Kabupaten Purwakarta c
mengubah Undang-{
tentang Pember
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10.

1§ o

12,

13.

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Nasional (Lemb
Perencanaan Pembangunan mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun' 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 201
Rumah Susun (Lembaran Negara Rep
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor S Tahun 20 h
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nom

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7, Tambahan Lembaran Neg
Indonesia Nomor 5495);

Undang-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
sebagaimana telah diubah beberapa k:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2

Perubahan Kedua atas Und ;
Tahun 2014 tentang Pemerints
Negara Republik Indonesi:

Tambahan Lembaran Negar
Nomor 5679);

Pelayanan M
indonesia R

Tambahan
Nomor 45!
Peratu

eA0
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran patan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara blik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Lembaran Negara Republik Indonesia No
sebagaimana telah diubah beberapa ka
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan |
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Negara (Lembaran Negara Republik Indo:
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Neg:
Indonesia Nomor 6864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun %
Pengelolaan Keuangan Daerah (Leml
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Me
Tahun 2015-2019 (Lembaran Nega
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Presiden Nomor 61 3 a
Rencana Kerja Pemerintah
Negara Republik Indonesia Tat

19.  Peraturan Menteri Dalam
tentang Pedoman P
sebagaimana te
dengan Peraturan
Tahun 2011 ten

4 2pte
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pend tan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik . sia
Tahun 2019 Nomor 15); -

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset |
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tak
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang tata Cara Perencanaan, Peng
evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Rancangan Peraturan Daerah Tents
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Pembangunan Jangka Menengah Daera
Cara Perubahan Rencana Pembangu
Panjang Daerah, Rencana Pembar
Menengah Daerah, dan Rencana Ke ,
Daerah (Berita Negara Republik Indor esia T
Nomor 1312); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Evaluasi Atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi

Peraturan Menteri Dalam Ne
tentang Pedoman Nomey
Kabupaten/Kota

Penunjang Penyelen

Dipindai dengan CamScanner
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan ar
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Da
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nor

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3
tentang Rencana Kerja Pemerintah Da
Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Pr
Barat Tahun 2019 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nom:
2007 tentang Pokok-pokok Pengelc
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bar
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diub
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Non
2015 tentang Perubahan atas Pera
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun °
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daer:
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 201

Peraturan Daerah Kabupaten Bandun
2011 tentang Pajak Daerah
Kabupaten Bandung Tahun
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabuy;
17 Tahun 2017 tentan
Peraturan Daerah Kabupa
2011 tentang Pajak
Kbaupaten Bandung T:

Peraturan Daerah
2011 tents
Daerah |
2025 (1
2011

Dipindai dengan CamScanner



35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor
4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangungn_ Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Ke 'n  Bandung
Tahun 2016-2021 (Lembaran
Bandung Tahun 2018 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ba:
Tahun 2016 tentang Rencana Tata
Kabupaten Bandung Tahun 201¢
Daerah Kabupaten Bandung Tahun

38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60
tentang Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Rencana
Daerah, Rencana Pembangunan
Daerah Dan Rencana Kerja Peml
Kabupaten Bandung (Berita D.
Bandung Tahun 2012 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN |
2021.

Dipindai dengan CamScanner
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.,

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang
daerah.

Rencana  Strategis Perangkat D;
selanjutnya disingkat Renstra PD a
perencanaan untuk periode S (lima) t

Rencana Kerja Pemerintah D
selanjutnya disingkat RKPD ada
perencanaan pembangunan daerah
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanj
disingkat Renja PD adalah dokumen I
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satt

Kebijakan Umum Anggaran Pen
Belanja Daerah yang selanjutnya d
adalah dokumen yang memuat kebijs
pendapatan, belanja, dan pembiayaan s
yang mendasarinya untuk periode 1 (
Prioritas dan Plafon Anggaran Se:
selanjutnya disingkat PPAS ad

program prioritas dan pato
anggaran yang diberikan kep
program sebagai acuan ¢

Dipindai dengan CamScanner



14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di
Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkmaan

(2) RKPD Tahun 2021 berpedoman pada pe
tahap ke-5 (lima) dari Rencana
Jangka Menengah Daerah Periode Tahu
2021, dengan tujuan  untuk
kesinambungan penyelenggaraan peme
dan pembangunan daerah. "

Bagian Ketiga .
RKPD Sebagai Pedoman Renja PD{
Pasal 3

(1) Dalam rangka penyusunan Renja - PD T
PD berpedoman pada RKPD Tahun 2
menyelaraskan sasaran prioritas
Daerah dengan Program/Kegiatan
dalam mencapai target kinerja sesu
fungsinya;

(2) Renja PD Tahun 2021 sebagai
ayat (1) ditetapkan oleh Keputu

Dipindai dengan CamScanner



———

Q

Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan
kepada Bupati dalam  rangka, memperoleh
pengesahan yang ditetapkan  dengan  Keputusan
Bupati,

d. Bupati menetapkan keputusan mengenai
pengesahan Renja PD Tahun 2021 paling lama 14
(empat belas) hari setelah Peraturan Bupati tentang
RKPD tahun 2021 ditetapkan

BAB 11
DOKUMEN RKPD
Pasal §

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dal
ayat (1) terdiri atas Pendahuluan, Gamb
Kondisi Dacrah, Kerangka Ekonomi
Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas P
Daerah, Rencana Program dan Kegiat
Kabupaten  Bandung, Kinerja Penyeler
Pemerintah Daerah dan Penutup serta La
Program/kegiatan berdasarkan PD.

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2021 seba
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a. PD melakukan pemantauan dan evaly
hasil Renja PD dalam
kebijakan rencana pembangun:

b. Bappeda melakukan penge
terhadap seluruh Renja PD'

c. Kerangka Pendapatan,
yang tercantum dalam
indikatif yang dap.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Bappeda melakukan pengendalla.n dan . a]nam
terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan
perundang-undangan.

.l. _—

BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 9

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak s
perkembangan keadaan dalam tahun

(2) Perkembangan keadaan dalam i
sebagaimana dimaksud pada ayat (.

a. perkembangan yang tidak
kerangka pendanaan dan 1
dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan s
lebih tahun anggaran sebel
digunakan untuk tahun berjal

c. keadaan darurat dan _
sebagaimana ditetapkan
perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung. ¢ i

Dltetapkan di Soreang

A C1eL -

Diundangkan di Soreang
a1z ggal 29 Jaia. 2020

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021

UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunana Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Unde dang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Unda
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemeri
diwajibkan menyusun RKPD. '

Penetapan RKPD Tahun 2021 dimaksudkan
sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembe
maupun kewilayahan, antar sektor serta antar le
baik Pusat, Provinsi maupun Daerah sehingga da
efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya 3
disusun dengan tujuan untuk mewujudkan p
pembangunan Daerah di tahun kelima pemerintahan |
2021, mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sin
antar sektor, antar wilayah, antar fungsi
pemerintahan, mewujudkan keterkaitan dan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan :
pembangunan dan mewujudkan penggunaan sumbx
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4 a
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